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TENTANG

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

d

DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa sehubungan dengan kondisi geografis beberapa
puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu yang sulit
dijangkau, maka untuk penyetoran retribusi pelayanan
kesehatan dapat melebihi batas waktu 1 (satu) hari kerja.

bahwa dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu
menyatakan bahwa hasil pemungutan retribusi disetor
secara bruto ke Kas Daerah;

bahwa sebagai dasar pelaksanaan pemungutan dan
penyetoran retribusi pelayanan kesehatan maka perlu
adanya kebijakan yang bersifat penetapan terkait
penyetoran hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah dengan
mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan berhasil
guna serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tatacara pemungutan dan Penyetoran
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan
Laboratorium Kesehatan Di Kabupaten Tanah Bumbu;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4265);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5
tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 102);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-
Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI
KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintah  Daerah  yang  memimpin
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonim.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

Perangkat @ Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang kesehatan yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan  bidang kesehatan  Kabupaten
Tanah Bumbu

Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan
kesehatan mencakup jasa sarana dan jasa pelayanan bagi
perorangan, masyarakat atau badan yang dilayani oleh
Puskesmas serta jaringannya dan Laboratorium Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh
tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan,
meliputi semua pelayanan kesehatan paripurna yang
diberikan kepada seseorang atau badan dan dalam bentuk
pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan
medik, pelayanan  keperawatan, rehabilitasi medik,
pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dan
pelayanan kesehatan lainya.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan wupaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang
melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian
terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk
penentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi
kesehatan dan faktor yang dapat berpengaruh terhadap
kesehatan perorangan.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Puskesmas

Pasal 2

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan

menggunakan kwitansi pembayaran.



(2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
dilaksanakan oleh petugas loket/kasir Puskesmas.

(3) Petugas loket/kasir menyerahkan Retribusi Pelayanan
Kesehatan kepada bendahara penerimaan pembantu
Puskesmas selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(4) Bendaharan penerimaan pembantu Puskesmas menyimpan
uang retribusi pada brangkas Puskesmas.

(5) Bendahara penerimaan pembantu Puskesmas menyetorkan
Retribusi Pelayanan Kesehatan ke Kas Daerah melalui virtual
account pada Bank Rakyat Indonesia minimal 1 (satu) bulan
sekali.

(6) Bendahara penerimaan pembantu Puskesmas melaporkan
penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke bendahara
penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
minimal 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kedua
Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 3

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan
dengan cara pengguna jasa menyetorkan secara lagsung ke
Kas Daerah melalui virtual account pada Bank Rakyat
Indonesia.

(2) Pengguna jasa menyetorkan bukti setor ke pengelola retribusi
Laboratorium Kesehatan Daerah.

(3) Pengelola  retribusi Laboratorium  Kesehatan  Daerah
melaporkan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke
bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu minimal 1 (satu) bulan sekali.



BAB III
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI TANAH BUMBU,
ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 114
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